BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV maka dapat menarik beberapa
kesimpulan yaitu :

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami
peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 baik dari segi jumlah lembar
surat paksa maup'un' nilai tUnggakan pajak yang tertera dalam surat teguran
surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat
teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi
jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat

Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.

2. Hambatan yang ditemukan KPP Pratama Padang antara lain : Penanggung
pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak ditemukan, kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan dan kurangnya
kesadaran akan’ kewajiban sebagai warga negara, Kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan dan kurangnya

kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara

3. Pemerintah harus memberikan kesadaran bahwa pajak merupakan solusi
penting di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dengan cara
mensosialisasikan secara terus-menerus mengenai program-program

perpajakan



B. Saran

Dari uraian di atas maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin
berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, antara lain:

1. Mensosialisasikan ke masyarakat tentang pajak dalam rangka mengurangi
jumlah masyarakat yang kurang paham pajak.

2. Diharapkan untuk selalu mengupdate data-data wajib pajak agar
memudahkan dalam penagihan pajak.

3. Menerbitkan surat teguran, dan- surat, paksa lebih banyak lagi dan lebih
efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi,
sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

4. Pemerintah harus memberikan kesadaran bahwa pajak merupakan solusi
penting di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dengan cara
mensosialisasikan  secara terus-menerus mengenai  program-program

perpajakan
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